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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.     Latar Belakang 

Kehidupan perekonomian Indonesia dengan sektor Perbankan adalah dua 

variabel yang tidak dapat dipisahkan dan saling menopang satu sama lain. 

Hubungan antar kedua variabel tersebut pun berbanding linier, ketika sektor 

Perbankan suatu Negara sehat maka akan memberikan dampak pertumbuhan 

serta stabilitas perekonomian pula bagi Negara tersebut. Hal ini ditandai dengan 

fungsi utama bank itu sendiri sebagai financial intermediary, yaitu menghimpun 

dan menyalurkan dana di tengah masyarakat serta memberikan berbagai jasa-jasa 

lainnya yang lazim ditawarkan oleh bank dalam lalu lintas pembayaran.
1
 Bank 

bertindak sebagai perantara yang sangat memiliki posisi strategis dalam 

memecahkan berbagai permasalahan di bidang pereknomian masyarakat. 

Mengingat pentingnya fungsi tersebut, maka tak heran ketika sektor Perbankan 

terganggu, dapat menimbulkan dampak sistemik yang berujung pada hilangnya 

kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional. 

Senyatanya, hubungan yang paling utama antara nasabah dengan bank 

didasari oleh suatu hubungan kontraktual, yaitu hubungan yang didasarkan atas 

perjanjian penyimpanan. Perjanjian penyimpanan tersebut merupakan suatu 

bentuk hubungan hukum, maka segala akibat hukum yang terjadi akan mengikat 

                                                             
1
 Bismar Nasution, Rejim Anti-Money Laundry di Indonesia, Bandung: Books Teraace & 

Library, 2008, hlm. 136. 

1 



2 

 

 

kedua belah pihak.
2
 Hubungan kontraktual yang terjalin antara bank dengan 

nasabah ini, secara tidak langsung telah menunjukan adanya hubungan 

kepercayaan (fiduciary relation) diantara keduanya. Dikarenakan nasabah telah 

mempercayakan uangnya kepada bank dengan harapan bahwa bank mampu 

mengelola uang yang disimpan tersebut.
3
 Maka dapat dikonkulsikan bahwa, 

eksistensi Bank sangat tergantung mutlak pada kepercayaan dari para 

nasabahnya. Hal inilah yang menjadikan Bank sangat berkepentingan untuk 

menjaga kadar kepercayaan masyarakat tersebut.
4
 

Tak dapat dipungkiri, bahwa kerahasiaan bank merupakan conditio sine 

quanon dari hubungan kepercayaan antara Bank dengan nasabah. Hal ini sejalan 

dengan apa yang dikatakan oleh M. Sholehudin
5
,yaitu: 

Keharusan bagi bank untuk memegang teguh rahasia bank adalah 

implementasi dari hubungan antara bank dengan nasabahnnya yang 

dilandasi oleh asas kerahasiaan (konfidensialitas). Oleh karenanya, maka 

hubungan antara bank dengan nasabah, baik nasabah penyimpan dana 

maupun nasabah debitur adalah hubungan kerahasiaan (confidential 

relation). 

 

Prinsip hubungan kepercayaan yang terjalin antara bank dengan nasabahnya 

mengandung syarat tersirat (implied term) bahwa bank mempunyai kewajiban 

untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya 

tersebut. Bahkan, selayaknya rumusan Pasal 1339 KUHPerdata yang 

                                                             
2
 Rani Sri Agustina, Rahasia Bank, Bandung : Keni Media, 2016, hlm. 221. 

3
Ibid., hlm. 197. 

4
 Adrian Sutedi, Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan 

Kepailitan), Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 1-2. 
5
 Rani Sri Agustina, Op.cit., hlm. 197-198. 
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menyatakan, bahwa persetujuan tidak hanya mengikat bagi hal-hal yang secara 

tegas diperjanjikan, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, 

diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Sehingga, pada 

dasarnya prinsip kepercayaan dan kerahasiaan serta hubungan keduanya 

merupakan suatu moral obligation (kepatutan).
6
 

Kerahasiaan bank ini juga sebagai bentuk realisasi perlindungan terhadap 

kepentingan nasabah, khususnya dalam memberikan jaminan bahwa pengetahuan 

bank tentang simpanan dan keadaan uangnya tidak akan disalahgunakan.
7
 Maka 

terbukti kepatuhan bank terhadap prinsip kerahasiaan bank (secrecy principle) 

adalah faktor utama yang dapat mempengaruhi serta menjaga kepercayaan 

nasabah.
8
 Sehingga tentu kerahasiaan bank merupakan hal yang sangat vital 

dalam menjaga kelangsungan dan kelancaran tugas dan wewenang Bank itu 

sendiri. 

Konsepsi Rahasia Bank telah dianut Indonesia sejak tahun 1960, hal ini 

ditandai dengan lahirnya Perpu Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank, 

kemudian digantikan dengan eksistensi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan. Terdapat perubahan paradigma antara definisi 

rahasia bank yang diatur pada UU No. 7 Tahun 1992 dengan UU No. 10 Tahun 

                                                             
6
 Ibid. 

7
 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2001, hlm.14. 
8
 Adrian Sutedi, Op.cit., hal. 1-2. 
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1998. Definisi rahasia bank menurut Pasal 1 Ayat 16 UU Perbankan sebelumnya, 

yaitu “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan 

dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan 

wajib dirahasiakan”.
9
 Sedangkan, berdasarkan Pasal 1 Ayat 28 UU No. 10 Tahun 

1998, yakni “Rahasia Bank adalah segala sesuatu berhubungan dengan 

keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”.
10

  

Titik pembedanya terdapat pada keadaan keuangan nasabah penyimpan dan 

nasabah debitur yang sama-sama dilindungi oleh prinsip kerahasiaan bank. 

Namun setelah perubahan dalam UU, terjadi limitasi terhadap subjeknya, bahwa 

hanya keadaan keuangan nasabah penyimpan saja yang wajib dirahasiakan. 

Adanya ketentuan tersebut menegaskan keadaan nasabah debitur bukan termasuk 

yang wajib dirahasiakan oleh bank.
11

 Ruang lingkup definisi rahasia bank dalam 

UU No.7 Tahun 1992 dirasa telah terlampau jauh, dikarenakan mencakup hingga 

kepada keadaan keuangan nasabah debitur, termasuk pula kredit yang diterima 

oleh nasabah tersebut. Hal ini dirasa kurang etis dan dianggap telah memasung 

                                                             
9
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472. 
10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790. 
11

 Rani Sri Agustina, Op.cit., hlm.7. 

Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan 

berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 ayat 18 UU Perbankan); 

Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang 

bersangkutan (Pasal 1 ayat 19 UU Perbankan); 
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dan memperkosa hak rakyat untuk mengetahui kredit-kredit macet perbankan 

yang sangat berimplikasi terhadap kesehatan suatu bank.
12

 

Secara filosofis, prinsip kerahasiaan bank ini sebagai dasar untuk 

melindungi kepentingan nasabah secara individual. Rahasia bank sebagai bentuk 

realisasi adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diakui untuk 

melindungi rahasia pribadi (right to privacy), khususnya berkenaan dengan 

rahasia keadaan keuangan (financial privacy).
13

 Hubungan timbal balik secara 

horizontal antara prinsip kerahasiaan bank dan kepercayaan ini tidak hanya 

berdampak positif terhadap nasabah saja, melainkan juga terhadap pertumbuhan 

bank itu sendiri. 

Rahasia bank menjadi menarik untuk dibicarakan tatkala keberadaannya 

ada dalam persimpangan antara “tugasnya” dalam melindungi nasabah dan 

dihadapkannya “tugas” tersebut dengan kepentingan diluar hukum perbankan. 

Disatu sisi, bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan 

catatan keuangan nasabahnya (duty of confidentiality) yang timbul atas dasar 

kepercayaan (fiduciary duty). Namun, seringkali di lain pihak, bank 

berkewajiban untuk mengungkapkan (disclose) keadaan catatan keuangan 

nasabah dalam keadaan tertentu. Disinilah kerap kali muncul konflik kepentingan 

                                                             
12

 Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 

497. 
13

Ibid., hlm.232. 
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(conflict of interest) yang dihadapi oleh bank.
14

 Kondisi inilah yang 

menyebabkan suatu permasalahan baru, manakah kepentingan yang harus 

diprioritaskan? Kepentingan publik atau justru kepentingan nasabah. 

Untuk menyelesaikan conflict of interest tersebut, terdapat dua jenis teori 

terkait pengecualian rahasia bank. Pertama, teori absolut (mutlak) yang meyakini 

bahwa rahasia bank adalah sesuatu yang bersifat mutlak. Sehingga semua 

keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib 

dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Kedua, teori relatif (nisbi) 

yang menganut bahwa pembukaan rahasia bank adalah hal yang diperbolehkan, 

sejauh diperintahkan oleh Undang-Undang ataupun keadaan yang mendesak.
15

 

Dalam kerangka Hukum Perbankan Indonesia, teori rahasia bank yang 

dianut bersifat relatif (nisbi). Artinya, kewajiban Bank untuk merahasiakan 

keuangan nasabah bukanlah hal yang rigid, melainkan dapat dikecualikan dalam 

keadaan tertentu. Hal ini pun telah dilegalisasi dengan adanya pasal 40 sampai 

dengan pasal 44 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengenai 

pengecualian rahasia bank tersebut, yaitu untuk kepentingan perpajakkan, untuk 

penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan 

Piutang dan Lelang/ Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk 

kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank 

                                                             
14

 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia (Revisi), Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2012, hlm.159. 
15

 Hermansyah, Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Kencana, 2012, hlm.132-133. 



7 

 

 
 

dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, atas 

kuasa nasabah penyimpan ataupun untuk penyelesaian perkara waris. 

Seiring perkembangan dan dinamika masyarakat, maka kehadiran hukum 

yang bersifat responsif dan mengakomodir kepentingan masyarakat merupakan 

hal yang patut dilakukan. Makna pengecualian rahasia bank tersebut, kemudian 

diperluas kembali dengan adanya terobosan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 64/PUU-X/2012 tertanggal 28 Februari 2013, yang mengabulkan 

sebagian permohonan Magda Efrina. Saat itu, Pemohon berstatus sebagai 

seorang Isteri yang sedang mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta 

bersama yang telah didaftarkan di Mahkamah Syariah, Aceh. Kemudian, 

Pemohon mengajukan pengujian atas pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Perbankan 

mengenai pengecualian rahasia bank yang ia rasa telah menggerus hak 

konstitusionalnya.
16

 Dengan berlakunya pasal tersebut, Pemohon mengalami 

ketiadaan akses untuk dapat mengetahui informasi terkait jumlah tabungan yang 

terdapat pada rekening suaminya, yang notabene juga merupakan harta bersama 

mereka.  

Proses pembuktian harta bersama tentunya menjadi terhalang dikarenakan 

berlakunya asas kerahasiaan bank yang justru mengunci rapat-rapat informasi 

                                                             
16 Hak konstitusional yang dirasa Pemohon telah dirugikan, khususnya pada Pasal 28 G ayat (1) 

UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Setiap orang berhak akan perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak 

asasi”; serta Pasal 28 H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak 

milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. 
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jumlah tabungan yang ada pada rekening suaminya tersebut. Para Hakim 

Mahkamah Konstitusi melihat adanya urgentisitas yang nyata untuk 

mengabulkan sebagian permohonan ini guna melindungi hak suami atau isteri 

terhadap harta bersama yang disimpan dalam bank. Maka, akan sangat 

memenuhi rasa keadilan apabila Pasal 40 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk 

kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perceraian. 

Oleh karena itu, pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, makna 

pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan bank juga diperluas hingga 

kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian. 

Dengan adanya perluasan makna tersebut, senyatanya menimbulkan persoalan 

yang baru, yaitu secara teknis pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi 

tersebut tidak segera diresponi dengan adanya aturan prosedural secara resmi dan 

baku dari lembaga yang berwenang.  

Apabila dikaji dari aspek keperdataan, juga menimbulkan perbedaan 

konsepsi pula. Dasar hubungan keperdataan antara bank dan nasabah tentunya 

dilandasi dengan adanya suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata 

syarat sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat yang harus dipenuhi yaitu; (1) 

Sepakat mereka mengikatkan dirinya, (2) Kecakapan untuk membuat suatu 
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perjanjian, (3) Objek tertentu, (4) Suatu sebab yang halal.
17

 Maksud dari suatu 

sebab yang halal artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan 

dan ketertiban umum.
18

 Apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, 

akibat perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya sejak semula perjanjian 

tersebut dianggap tidak ada.
19

 Dengan adanya putusan MK yang final dan 

mengikat tersebut, maka perjanjian antara bank dengan nasabah yang semula 

menyepakati bahwa rekening atau informasi tabungan (untuk perkara perceraian) 

tidak dapat diungkapkan menjadi batal demi hukum.  

 Penerobosan rahasia bank ini menimbulkan konsekuensi yang nyata, 

rahasia bank yang semula bertujuan melindungi privasi nasabah, justru berlaku 

sebaliknya. Lalu, apakah dengan membuka rahasia bank tersebut akan 

menciderai hubungan kepercayaan (fiduciary relation) yang terjalin antara bank 

dengan nasabah? bagaimana pergeseran hak dan kewajiban antara bank dengan 

nasabah? atau hubungan keperdataan seperti apa yang terjalin antara bank 

dengan suami/isteri nasabah penyimpan yang notabene tidak memiliki hubungan 

perjanjian secara langsung dengan bank, tetapi dapat mengakses informasi 

rekening nasabah penyimpan?
20

 

                                                             
17

 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
18 Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
19

Wibowo Turnady, “Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian”, http://www.jurnalhukum.com,  diunduh 

pada tanggal 26 Juli 2018, pukul 20.02 WIB.   
20 Sri Harini Dwiyatmi dan Indirani Wauran, 2017, Menembus Rahasia Bank Terkait Harta 

Bersama Dalam Perkawinan, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum 

Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. 

http://www.jurnalhukum.com/
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Berdasarkan segala uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menelusuri 

lebih jauh permasalahan tersebut, sekaligus menuangkannya dalam bentuk 

skripsi dengan judul “IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

NOMOR 64/PUU-X/2012 TENTANG PENGECUALIAN RAHASIA BANK 

ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN”. 

 

B.     Rumusan Masalah  

Didasari latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dianalisis 

dalam penelitian ini, yaitu : 

1.     Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-

X/2012 tentang pengecualian rahasia bank atas harta bersama dalam 

perkara perceraian? 

2.     Bagaimana prosedur pembukaan rahasia bank atas harta bersama dalam 

perkara perceraian? 

 

C.     Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu : 

1.     Untuk menjelaskan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

64/PUU-X/2012 tentang pengecualian rahasia bank atas harta bersama 

dalam perkara perceraian. 

2.     Untuk menjelaskan prosedur pembukaan rahasia bank atas harta bersama 

dalam perkara perceraian. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi 

sebagai bahan referensi atau sumbangan pemikiran untuk melakukan 

penelitian-penelitian baik normatif maupun empiris khususnya terkait 

implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 tentang 

pengecualian rahasia bank atas harta bersama dalam perkara perceraian. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang solutif 

bagi masyarakat Indonesia khususnya mengenai perluasan cakupan 

pengecualian rahasia bank atas harta bersama dalam perkara perceraian. 

Bahkan diharapkan pula dapat menjadi saran kosntruktif bagi Pemerintah 

untuk memperjelas setiap prosedur hukum yang ada terkait pembukaan 

rahasia bank atas harta bersama dalam perkara perceraian tersebut agar 

tidak menimbulkan kebingungan ditengah masyarakat. 

 

E.     Definisi Konsep 

1. Implikasi 

        Mengutip pendapat M. Irfan Islamy dalam bukunya Prinsip-Prinsip 

Perumusan Kebijakan Negara, implikasi adalah segala sesuatu yang telah 
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dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan.
21

 Sedangkan 

menurut Silalahi, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya 

penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau 

tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau 

kebijakan tersebut. Dalam arti lainnya, implikasi adalah akibat langsung 

atau konsekuensi atas temuan hasil suatu penelitian, akan tetapi secara 

bahasa memiliki arti sesuatu yang telah tersimpul di dalamnya.
22

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka definisi implikasi 

pada penelitian ini, yaitu akibat atau konsekuensi yang ditimbulkan (baik 

dari sisi yuridis maupun non-yuridis) terhadap hubungan keperdataan 

antara bank dengan nasabah, khususnya dalam pergeseran kewajiban Bank 

dan hak nasabah serta implikasi hubungan antara Bank dengan suami/isteri 

pemilik rekening pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-

X/2012. 

2. Putusan  

        Putusan Hakim menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu 

pernyataan yang oleh hakim sebagai penjabat Negara yang diberi 

wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk 

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para 

                                                             
21

M. Irfan Islamy, Prinsip - Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Medan : Bumi Aksara, 2003, 

hlm.114-115. 
22

Anonim, “Pengertian Implikasi dan Contohnya”. http://www.pengertianmenurutparaahli. 

net/pengertian-implikasi-dan-contohnya/, diunduh pada tanggal 26 Juli 2018, pukul 17.21WIB. 
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pihak.
23

 Namun, yang menjadi pembeda antara putusan hakim Mahkamah 

Agung (MA) dengan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah wewenang dan 

sifat putusan yang ada. Mengingat Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 

1945, yang menyatakan MK berwenang mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir serta sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah final and 

binding (final dan mengikat). Artinya, putusan MK ini mengikat sebagai 

suatu norma hukum sejak diucapkan dalam persidangan dan tidak hanya 

mengikat pihak yang bersengketa melainkan mengikat secara publik, yaitu 

seluruh masyarakat Indonesia (erga omnes). Sedangkan, bersifat final 

artinya putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat serta 

tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.
24

 

3. Pengecualian 

        Definisi pengecualian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

proses, cara, perbuatan mengecualikan atau penyimpangan dari kaidah 

(tidak mengikuti kaidah) tetapi dibenarkan.
25

 

4. Rahasia Bank 

        Definisi rahasia bank menurut pasal 1 angka 28 UU Nomor 10 Tahun 

1998, yakni adalah segala sesuatu berhubungan dengan keterangan 

                                                             
23

Ardiansyah, “Nilai Keadilan Dalam Putusan Hakim”. https://customslawyer.wordpress.com/ 

2014/06/24/nilai-keadilan-dalam-putusan-hakim/, diunduh pada tanggal 26 Juli 2018, pukul 17.25 

WIB. 
24

Tri Jata Ayu Pramesti, “Arti Putusan yang Final danMengikat”. http://m.hukumonline.com 

/klinik/detail/lt56fe01b271988/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat, diunduh pada tanggal 26 Juli 

2018, pukul 17.45 WIB. 
25

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online 

https://customslawyer.wordpress.com/%202014/06/24/nilai-keadilan-dalam-putusan-hakim/
https://customslawyer.wordpress.com/%202014/06/24/nilai-keadilan-dalam-putusan-hakim/
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mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
26

 Rahasia Bank yang 

dimaksud dalam penelitian ini hanya terbatas pada informasi rekening 

nasabah penyimpan. 

5. Harta Bersama 

        Berdasarkan Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan. Sedangkan harta yang didapat sebelum perkawinan (harta 

bawaan) menjadi hak masing-masing dari suami dan/atau isteri.
27

 

6. Perceraian 

        Menurut Soemiyati perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan 

antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan 

bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun  lagi sebagai 

suami isteri.
28

 

 

F.     Kerangka Teori 

1.  Teori Rahasia Bank 

Teori rahasia bank diklasifikasikan menjadi teori mutlak (Absolute 

Theory) dan teori relatif (Relative Theory). Teori mutlak menganut bahwa 

                                                             
26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790. 
27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.. 
28

 Muchlisin Riadi, “Pengertian, Alasan dan Proses Perceraian”, https://www.kajian 

pustaka.com, diunduh pada tanggal 27 Juli 2018, pukul 9.39 WIB. 
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semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di 

bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Keberatan 

terhadap teori ini adalah terlalu individualis, artinya hanya mementingkan 

hak individu (perseorangan). Bahkan teori ini juga bertentangan dengan 

kepentingan umum. Dengan kata lain, menurut teori ini, sifat mutlak 

rahasia bank sangat sukar untuk diterobos.
29

 Dikarenakan teori mutlak 

tersebut dipandang tidak mampu memberikan keadilan, maka muncul pula 

teori relatif. Berdasarkan teori ini, rahasia bank bersifat relatif (terbatas), 

semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di 

bank wajib dirahasiakan. Namun bila ada alasan yang dapat dibenarkan 

oleh Undang-Undang, rahasia bank mengenai keuangan nasabah yang 

bersangkutan boleh diungkapkan oleh penjabat yang berwenang. Teori 

relatif ini sesuai dengan rasa keadilan (sense of justice), artinya 

kepentingan negara atau kepentingan masyarakat banyak tidak 

dikesampingkan begitu saja.
30

 Negara Indonesia menganut teori rahasia 

bank yang bersifat relatif, artinya dalam keadaan tertentu rahasia bank 

dapat dibuka. 

 

 

 

                                                             
29

 Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2015, hlm.176-177. 
30

Ibid. 
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2.  Teori Harta Bersama 

Mengutip pendapat Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati, harta 

bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Hal ini 

juga dimaknai, meskipun seorang isteri tidak ikut mencari nafkah, namun 

isteri memiliki hak yang sama dengan suami atas harta bersama. Hal ini 

selaras dengan pendapat Sudarsono dan Prawirohamidjojo Soetopo bahwa 

harta bersama dibagi dua (seimbang), isteri dan suami masing-masing akan 

mendapatkan bagian yang sama (masing-masing ½ bagian)
31

 Menurut M. 

Yahya Harahap (mantan Hakim Agung RI), harta bersama tersebut tidak 

dipersoalkan atas nama siapa harta tersebut terfdaftar, semua harta yang 

dibeli dan didapatkan selama perkawinan, adalah termasuk kategori harta 

bersama. Hal ini didasarkan juga pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI 

Nomor: 803K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971.
32

 Maka, dapat dikonklusikan 

bahwa harta bersama merupakan hak keperdataan bagi suami dan isteri, 

terlepas harta tersebut terdaftar atas nama siapa. Sehingga, dengan adanya 

putusan MK No.64/PUU-X/2012 tersebut justru merupakan bentuk 

perlindungan hukum atas pembagian harta bersama yang seimbang. 

 

3.  Teori Perjanjian 

                                                             
31 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yohanan, Hukum Perceraian, Jakarta: 

Sinar Grafika, 2014, hlm. 427. 
32

 M. Anshory MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 

134. 
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Mengingat dasar hubungan keperdataan antara bank dan nasabah tentunya 

dilandasi dengan adanya suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang lain atau lebih.
33

 Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata syarat 

sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat yang harus dipenuhi yaitu. (1) 

Sepakat mereka mengikatkan dirinya, vide Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdata 

(2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, vide Pasal 1330 

KUHPerdata (3) Objek tertentu, vide Pasal 1333 KUHPerdata (4) Suatu 

sebab yang halal, Pasal 1337 KUHPerdata.
34

 Maksud dari suatu sebab yang 

halal artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan 

ketertiban umum.
35

 Apabila, syarat pertama dan kedua (syarat subjektif) 

tidak dipenuhi akan mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan, 

artinya perjanjian tersebut tetap berlaku hingga ada salah satu pihak 

memohonkan pembatalan. Sedangkan, jika syarat ketiga dan keempat tidak 

terpenuhi, akibat perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya sejak 

semula perjanjian tersebut dianggap tidak ada.
36

 Dengan adanya putusan 

MK yang final dan mengikat tersebut, maka perjanjian antara bank dengan 

nasabah yang semula menyepakati bahwa rekening atau informasi 

tabungan (untuk perkara perceraian) tidak dapat diungkapkan menjadi batal 

                                                             
33 Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
34

 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
35 Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
36

 Wibowo Turnady, “Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian”, http://www.jurnalhukum.com,  

diunduh pada tanggal 26 Juli 2018, pukul 20.02 WIB.   

http://www.jurnalhukum.com/
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demi hukum. Tentu perjanjian yang batal karena undang-undang tersebut 

bukanlah menjadi bentuk wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh 

pihak Bank, melainkan hal yang sangat logis dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara yang berlandaskan hukum.  

 

G.     Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup ini ditetapkan sebagai bentuk pembatasan atau restriksi 

terhadap apa saja yang dibahas dalam skripsi ini. Hal ini dilakukan agar 

pembahasan menjadi jelas, terstruktur dan tidak menyimpang dari judul dan 

perumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Penulis 

menitikberatkan ruang lingkup penelitian ke dalam dua bentuk permasalahan 

utama, yaitu mengenai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-

X/2012 tentang pengecualian rahasia bank atas harta bersama dalam perkara 

perceraian, dan juga mengenai prosedur pembukaan rahasia bank atas harta 

bersama dalam perkara perceraian.  

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum 

empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji praktik pemberlakuan ketentuan 

hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) dalam hubungan 
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hidup bermasyarakat.
37

 Dalam penelitian hukum empiris ini, penulis melakukan 

wawancara secara langsung dengan Legal Officer Bank BNI, Bank Sumsel Babel 

dan Bank BTN. 

Penelitian ini juga akan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, seperti 

mengidentifikasi asas-asas, sejarah dan prinsip perbankan mengenai rahasia 

bank, serta berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah 

Konstitusi terkait.
38

 

 

2. Metode Pendekatan 

Berikut beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Metode pendekatan ini didasari dengan regulasi dan legislasi 

yang ada. Sehingga untuk menyelesaikan suatu permasalahan, 

dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait. 

Klasifikasi serta hirarki peraturan perundang-undangan dapat dilihat 

dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. Penerapan asas lex superior derogat legi 

inferiori, asas lex specialis derogat legi generali serta asas lex 

                                                             
37

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004, 

hlm.134. 
38

 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal 13-14.  
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posterior derogat legi priori menjadi hal yang harus diperhatikan 

untuk mengkaji berbagai norma yang ada.
39

 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Metode pendekatan kasus ini didasari pada pendalaman ratio 

decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk 

sampai kepada putusannya. Fakta-fakta materil yang terkandung 

dalam ratio decidendi, bukan merujuk pada diktum putusan 

pengadilannya saja.
40

 Apabila dikonstruksikan dalam penelitian ini, 

maka risalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 

juga dapat menggambarkan logika berfikir para hakim konstitusi, 

pendapat Pemerintah dan DPR sekaligus pemohon pada saat 

melakukan persidangan. 

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Metode pendekatan ini dilakukan manakala peneliti tidak 

memiliki dasar pijakan aturan hukum yang ada ataupun sudah terdapat 

aturan hukumnya, namun hanya memuat ketentuan umum sehingga 

tidak tepat untuk membangun argumentasi hukum. Oleh karena itulah, 

ia harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam 

penelitiannya. Dalam membangun konsep, prinsip hukum tentunya 

                                                             
39

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana, 2010, hlm.138-

139. 
40

Ibid., hlm.158. 



21 

 

 
 

harus didukung dari pandangan-pandangan dan doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum.
41

 

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian skripsi ini akan dilakukan di wilayah Kota Palembang, 

Sumatera Selatan pada Kantor Cabang Bank BTN yang beralamat di Jalan 

Jenderal Sudirman No.42, Ilir Timur I, dan juga pada Kantor Pusat Bank Sumsel 

Babel yang beralamat di Jalan H.Ahmad Bastari No.7, 8 Ulu, Seberang Ulu I, 

serta Kantor Cabang Bank BNI yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.132, 

20 Ilir D. I, Ilir Tim. I. Penulis juga akan melakukan studi kepustakaan di 

perpustakaan Universitas Sriwijaya dan perpustakaan lainnya. 

 

4. Jenis dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan penulis berupa dua jenis data : 

a. Data Primer 

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama. Data ini diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, yaitu 

dapat berupa wawancara terstruktur dan berpedoman kepada responden 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
42

 Dalam hal ini, peneliti 

                                                             
41

Ibid., hlm.177-180. 
42

Ibid., hlm. 99.  
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bermaksud untuk melakukan wawancara dengan responden, yaitu Legal 

Officer Bank BTN, Bank Sumsel Babel dan Bank BNI. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang digunakan untuk melengkapi data 

primer. Data ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni 

melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku 

serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian.
43

 Data sekunder ini terbagi kedalam dua bahan 

hukum, yaitu : 

1) Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri dari
44

 : 

i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

ii. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

iii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019; 

iv. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan 

Kompilasi Hukum Islam; 

v. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 

                                                             
43

Ibid., hlm. 99. 
44

Ibid., hlm. 101. 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790; 

vi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5253; 

vii. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012. 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan ini berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan 

dokumen tidak resmi. Kegunaannya adalah memberikan petunjuk 

kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, kerangka 

teoretis, dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan 

dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian
45

 

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa 

hasil penelitian seperti skripsi, buku-buku terkait hukum perbankan 

dan rahasia bank, serta makalah dan jurnal hukum yang sudah 

terkualifikasi standarnya. 

3) Bahan hukum tersier 

                                                             
45

 Zainuddin Ali, Op. Cit., hlm. 54. 
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Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan 

informasi tentang sumber hukum primer dan sekunder.
46

 Dalam 

penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus 

bahasa hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta media internet. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan 

dengan cara : 

a. Studi Kepustakaan 

Dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan literatur 

yang diperlukan seperti, buku-buku seputar hukum perdata, hukum 

perbankan dan rahasia bank, jurnal ilmiah, sumber tertulis lainnya 

yang dapat diambil dari media cetak maupun media elektronik. 

b. Studi Lapangan 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara melakukan wawancara, yaitu proses tanya jawab lisan 

antara dua orang atau lebih secara langsung terkait informasi yang 

ingin didapatkan si pewawancara.
47

 Khususnya dalam penelitian ini 

akan dilakukan wawancara langsung dengan  responden yaitu Legal 

Officer Bank BCA, Bank Sumsel Babel dan Bank BNI. 

                                                             
46 Anonim, “Pengertian Penelitian Hukum Normatif adalah..”. http://www.idtesis.com, diunduh 

pada tanggal 27 Juli 2018, pukul 15.25 WIB.  
47

 Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm.116. 

http://www.idtesis.com/
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6. Metode Analisis Data 

Setelah mengumpulkan data secara komprehensif, kemudian data tersebut 

akan dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam 

kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga 

memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analitis.
48

 Bahan-bahan serta 

data yang ada akan dianalisis dan dikaji sehingga diharapkan dapat menjadi 

jawaban sekaligus solusi atas permasalahan yang ada.  

 

7. Penarikan Kesimpulan 

Dalam hal menentukan konklusi, penulis menggunakan metode pendekatan 

deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum 

kemudian ditarik secara khusus untuk merumuskan fakta hukum. Penarikan 

kesimpulan ini dilakukan dengan menghubungkan data primer dan data sekunder 

yang ada secara sistematis untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini.
49

 

 

 

 

 

 

                                                             
48

 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 127. 
49

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 

1999, hlm. 67. 
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